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1.1. Arah Pembangunan Pertanian: Penguatan Fondasi menuju 

      Swasembada Pangan
Sebagai bagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangak Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024 dan di tengah upaya pemulihan pasca pandemic COVID yang terjadi pada awal tahun 

2020 serta tantangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, pemerintah berkomitmen untuk menjaga 

kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan RPJMN 2020-2024. Rencana Kerja 

Pemerintah tahun 2024 memiliki tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan”, sehingga Kementerian Pertanian turut berkontribusi menyukseskan upaya 

pemerintah tersebut. Dukungan Kementerian Pertanian dilakukan dalam rangka memperkuat 

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan 

ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja 

dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Disisi lain pembangunan pertanain menghadapi tantangan yang cukup masif, seperti perubahan 

ikli,, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan, bencana alam, peningkatan jumlah 

penduduk, distribusi pangan, dan alih fungsi lahan. Hal ini mendorong pemerintah harus 

mendesain arah pembangunan yang dapat menjawab tantangan dan isu permasalahan yang 

terjadi.

Gambar 1. Tantangan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional 

dan meningkatkan daya saing sektor pertanian. Langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2024 

merupakan fondasi untuk mengakselerasi berbagai upaya strategis dalam rangka mencapai 

sasaran utama yaitu mewujudkan swasembada pangan, khususnya pada komoditas strategis 

seperti padi dan jagung, serta mempercepat transformasi sektor pertanian melalui modernisasi dan 

inovasi teknologi.

Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui perluasan lahan tanam, optimalisasi lahan rawa 

dan lahan kering, serta pemanfaatan teknologi pertanian presisi. Selain itu, kebijakan penguatan 

sistem irigasi dengan program pompanisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier terus diperluas 

untuk meningkatkan indeks pertanaman. Upaya diversifikasi pangan juga terus digenjot untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap beras dan memperkuat peran komoditas lokal.
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Selain itu, pembangunan pertanian berkelanjutan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada 

praktik pertanian ramah lingkungan, efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, serta penerapan 

sistem pertanian berbasis Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP). 

Dengan strategi ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan 

kesejahteraan petani dapat lebih terjamin.

1.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kementerian Pertanian menetapkan berbagai kebijakan strategis guna memastikan ketahanan 

pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini mencakup penyediaan sarana dan 

prasarana pertanian yang memadai, peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan hilirisasi, 

serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.

Dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana, Kementerian berupaya meningkatkan akses 

petani terhadap benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian yang lebih modern. 

Selain itu, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, terutama melalui program 

pompanisasi dan jaringan irigasi tersier, terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi 

pertanaman sepanjang tahun. Dukungan akses pembiayaan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) maupun skema asuransi pertanian, juga diperluas guna mendorong investasi di sektor 

pertanian.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, Kementerian mengimplementasikan program 

intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta memperkuat penelitian dan pengembangan guna 

menghasilkan varietas unggul dan teknologi pertanian yang lebih adaptif. Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) serta mitigasi dampak perubahan iklim menjadi bagian penting 

dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

Di sisi hilirisasi dan pemasaran, pemerintah memperkuat sistem distribusi pangan agar harga tetap 

stabil dan pasokan terjaga. Program pengembangan agroindustri berbasis korporasi petani terus 

didorong guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas pasar ekspor melalui 

penerapan standar mutu dan sertifikasi internasional.Selain itu, kebijakan penguatan kelembagaan 

dan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui 

pelatihan dan pendampingan teknologi, memperkuat peran penyuluh pertanian, serta mendorong 

regenerasi petani muda melalui program wirausaha muda pertanian.

Dalam menghadapi dinamika dan isu strategis terutama dalam rangka peningkatan produksi padi, 

pada tahun 2024 Kementerian Pertanian melakukan beberapa kebijakan penting tarkait 

penyediaan pupuk, pompanisasi menghadapi kekeringan, optimalisasi lahan rawa dan integrasi 

padi gogo dengan kelapa sawit/kelapa pada tanaman belum menghasilkan.

Kebijakan peningkatan

produksi padi

yang diambil oleh

Kementerian Pertanian

diantaranya

penyediaan pupuk,

pompanisasi,

optimalisasi lahan rawa

dan integrasi

padi gogo - kelapa sawit
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Gambar 2. Masalah Dan Solusi Cepat Peningkatan Produksi Padi 2024

1.3. Strategi Kementerian Pertanian

Untuk memastikan kebijakan pembangunan pertanian dapat diimplementasikan secara efektif, 

Kementerian Pertanian menerapkan berbagai strategi yang mencakup sektor hulu, on-farm, hilir, 

dan pendukung. Pada sektor hulu, Kementerian Pertanain fokus pada: 1) peningkatan produksi 

benih dan bibit unggul; 2) optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; serta 3) penguatan sistem 

logistik benih dan pupuk. Sementara itu, pada sektor on-farm, strategi yang diterapkan meliputi :1) 

intensifikasi pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman; 2) mekanisasi pertanian, serta 3) 

pengelolaan air irigasi yang lebih efektif guna meningkatkan produktivitas.

Di sektor hilir, upaya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian terus diperkuat, termasuk 

mendorong pemasaran digital dan meningkatkan daya saing produk ekspor melalui standarisasi 

dan sertifikasi mutu. Sektor pendukung juga menjadi perhatian utama dengan peningkatan 

kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi, fasilitasi akses pembiayaan, serta pembangunan 

infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani.

Gambar 3. Kegiatan Utama dan Pendukung Tahun Anggaran 2024
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Sebagai bagian dari strategi implementasi, Kementerian Pertanian juga melakukan refocusing 

anggaran untuk memastikan penggunaan dana lebih efektif dan tepat sasaran. Refocusing 

anggaran dilakukan untuk mendukung program utama perepatan tanam peningkatan produksi padi 

dan jagung dengan memperkuat kegiatan pompanisasi, penyediaan benih unggul, serta 

rehabilitasi jaringan irigasi. Secara rinci kegiatan refocusing anggaran mendukung upaya 

peningkatan produksi padi dan jagung meliputi:

Refocusing internal dan eksternal unit kerja menudkung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), 

Perluasan Areal Tanam (PAT), optimalisasi lahan rawa, mekanisasi, perbaikan sistem 

pengairan, serta penguatan kelembagaan dan SDM pertanian;

Refocusing untuk pompanisasi air sungai paningkatan luas tanam padi;

Refocusing anggaran untuk pemenuhan kebutuhan benih padi dan sarana pendukungnya

Refocusing belanja pegawai dan optimalisasi sisa kontrak yang ditujukan untuk peningkatan 

produksi padi dan jagung, optimasi lahan rawa, serta pompanisasi, sehingga kebutuhan benih 

pada berbagai jenis lahan dapat terpenuhi hingga Desember 2024

Refocusing mendukung kegiatan optimalisasi lahan rawa tahun 2025 melalui penyusunan SID di 

tahun 2024

Dengan berbagai kebijakan dan strategi yang telah dirancang, Kementerian Pertanian optimis 

bahwa tahun 2024 akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, 

meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong sektor pertanian Indonesia lebih kompetitif 

di pasar global.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Tanam culik merupakan

salah satu solusi

percepatan

produksi padi dimana

proses penanam

dilakukan segera

atau bersamaan dengan

masa panen padi.

metode tanam yang

satu ini, merupakan

salah satu upaya

Kementerian Pertanian

dalam mengoptimalkan

manajemen waktu

pertanaman dan

pemanfaatan hujan

dimana kondisi air relatif

mencukupi.
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2.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian
Dinamika global yang terjadi serta, upaya pemulihan perekonomian Indonesia, sektor pertanian 

tetap tumbuh  berkontribusi  positif terhadap  perkembangan  Produk  Domestik  Bruto (PDB) 

nasional. Perkonomian  Indonesia tumbuh solid di atas 5 persen (y on y). Secara kumulatif 

pertumbuhan  ekonomi  Indonesia tahun 2024 dibandingkan  dengan tahun 2023 tumbuh 5,03  

persen (c-to-c). Sektor pertanian, sebagai salah satu leading sector juga menunjukkan tren 

pertumbuhan positif pada tahun 2024.  Pertumbuhan sektor pertanian mencapai 0,67 persen (c-to-

c), sedangkan pertanian sempit mencapai 0,82 persen (c-to-c).

Pertumbuhan sektor pertanian disumbang oleh subsektor peternakan yang tumbuh dengan 

capaian 2,78 persen, didorong oleh peningkatan produksi unggas dalam negeri dan peningkatan  

permintaan  luar negeri  untuk produk ternak  unggas dan hasilnya.  Subsektor tanaman 

hortikultura  juga tumbuh mencapai 0,85 persen, ditopang oleh peningkatan produksi terhadap  

beberapa komoditas buah dan sayuran.

Sektor pertanian berada di posisi 5 besar pada distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan 

usaha tahun 2024 dengan distribusi sebesar 9,52%. Data ini tercatat bersamaan dengan lapangan 

usaha lain seperti industri pengolahan, perdagangan, kontruksi dan pertambangan. Dari sisi 

lapangan usaha pada  triwulan IV 2024 (y on y), seluruh lapangan usaha tumbuh positif. 

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2024

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian terus mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap 

perekonomian melalui optimalisasi lahan rawa, perluasan tanam padi gogo di perkebunan kelapa, 

serta peningkatan produksi benih hortikultura. Selain itu, program sinergi nasional diperkuat untuk 

mendukung swasembada pangan, khususnya produksi padi dan jagung. Langkah-langkah ini 

diharapkan dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, serta ketahanan pangan nasional.

2.2. Ekspor Impor Produk Pertanian

Neraca perdagangan sektor pertanian baik olahan maupun segar selama 5 tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan selama kurun 

waktu 2020-2024 sebesar 12,48%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 

peningkatan sebesar 65,43 persen.

8
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Gambar 5. Neraca Perdagangan Produk Pertanian Segar dan Olahan Tahun 2020-2024 (Rp Triliun)

Selama periode ini, neraca perdagangan sektor pertanian selalu mencatatkan saldo positif 

(surplus), yang mengindikasikan nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Nilai neraca 

perdagangan meningkat dari Rp162 triliun pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 

2022 sebesar Rp290 triliun, sebelum mengalami penurunan menjadi Rp158 triliun pada tahun 

2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika kebijakan perdagangan 

internasional, fluktuasi harga komoditas global, serta tantangan logistik akibat cuaca ekstrem dan 

ketegangan geopolitik yang berdampak pada kelancaran distribusi dan permintaan ekspor.

Kontribusi utama terhadap surplus neraca perdagangan berasal dari meningkatnya ekspor sub 

sektor perkebunan, yang secara konsisten mendominasi kinerja perdagangan pertanian. Meskipun 

demikian, sub sektor lain seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih 

menunjukkan defisit neraca, menandakan perlunya peningkatan daya saing dan substitusi impor 

pada komoditas tertentu.

neraca perdagangan

sektor pertanian selalu

mencatatkan saldo

positif (surplus),

yang mengindikasikan

nilai ekspor lebih besar
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2.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang 

dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses 

produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Berdasarkan Gambar 6 selama periode 2020 hingga 2024, seluruh subsektor pertanian 

menunjukkan tren positif dengan fluktuasi yang bervariasi. Nilai NTP di semua subsektor berada di 

atas angka 100 sejak 2022, yang menandakan bahwa petani pada umumnya mengalami surplus, 

yaitu pendapatan yang diterima lebih besar dari pengeluaran untuk konsumsi maupun produksi.

Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani 2020 - 2024

Pada tahun 2024, seluruh subsektor pertanian menunjukkan kinerja positif dengan NTP yang 

berada di atas angka 100, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Subsektor 

perkebunan mencatat lonjakan tertinggi dengan NTP mencapai 149,08, menandakan tingginya 

daya saing dan nilai tambah komoditas ekspor. Hortikultura terus menunjukkan pertumbuhan stabil 

hingga mencapai NTP 117,70, didorong oleh permintaan pasar yang kuat dan produktivitas yang 

terjaga. Tanaman pangan mengalami peningkatan yang konsisten hingga mencapai 110,48, 

mengindikasikan perbaikan pendapatan petani dan efisiensi biaya produksi. Sementara itu, 

meskipun peternakan tumbuh lebih lambat, tetap berada pada posisi surplus dengan NTP 102,48, 

mencerminkan kondisi usaha tani ternak yang masih mampu memberikan keuntungan bagi 

peternak.
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2.4. Tenaga Kerja  Sektor Pertanian

Selama 5 tahun terakhir (2020-2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja 

berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,43%. Share ini 

setara dengan 39,72 juta pekerja di Sektor Pertanian, dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja.

Gambar 7. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Pertanian merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar yang mencapai 

40,76 juta orang pada Agustus 2024. Jumlah ini merupakan 26,79% dari jumlah tenaga kerja 

Indonesia. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus Tahun 2023 sebesar 35,45 juta orang, maka 

angka tersebut mengalami  peningkatan sebesar 3,31%. Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam 

empat subsektor yaitu di  subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki 

daya tarik yang kuat sebagai sumber mata pencaharian, terutama di daerah pedesaan. Hal ini 

mencerminkan pentingnya peran sektor pertanian tidak hanya dalam mendukung ketahanan 

pangan nasional, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ke depan, 

penguatan kapasitas, modernisasi pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci 

untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sektor ini.

Peningkatan jumlah tenaga

kerja pada tahun 2024
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2.5. Investasi Sektor Pertanian

2.5.1. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian selama lima 

tahun terakhir mencerminkan minat investor asing terhadap potensi sektor ini di Indonesia. Selama 

periode 2020–2024, nilai investasi PMA menunjukkan fluktuasi tahunan dengan tren yang 

cenderung meningkat. Pada 2022, investasi mulai stabil dan tumbuh lebih baik dibanding tahun 

sebelumnya. Tahun 2023 mencatat nilai investasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, 

mencerminkan minat investor asing yang kuat. Sementara itu, tahun 2024 tetap menunjukkan 

performa positif dengan nilai investasi yang kembali menguat di akhir tahun, menandakan 

optimisme terhadap sektor pertanian Indonesia.

Gambar 8. Perkembangan Investasi PMA Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi daya tarik bagi investor asing dan 

memiliki potensi besar untuk terus tumbuh di masa depan. Dukungan terhadap iklim investasi yang 

kondusif, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong produktivitas dan keberlanjutan, 

akan semakin memperkuat kepercayaan investor. Dengan potensi sumber daya alam yang 

melimpah serta permintaan global yang terus meningkat, sektor pertanian Indonesia diproyeksikan 

tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.
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2.5.2 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor pertanian selama 

lima tahun terakhir mencerminkan komitmen yang konsisten dari investor domestik dalam 

mendukung pembangunan sektor ini. Dalam periode tahun 2020-2024 nilai investasi PMDN 

menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, 

nilai investasi mulai meningkat di tahun 2021 dan terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan 

capaian tertinggi mencapai Rp12,08 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 investasi pertanian PMDN 

pada Triwulan IV tumbuh sebesar 17,77% dibandingkan periode yang sama Tahun 2023.

Gambar 9. Perkembangan Investasi PMDN Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Hal ini menunjukkan kepercayaan yang kuat dari pelaku usaha dalam negeri terhadap potensi 

sektor pertanian. Capaian ini menjadi indikasi bahwa sektor pertanian terus menjadi salah satu 

prioritas investasi strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.
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2.6. Kinerja Produksi Komoditas Strategis 2020-2024

2.6.1. Padi

Berdasarkan angka tetap KSA BPS per tanggal 3 Februari 2025, produksi padi tahun 2024 adalah 

53,14 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2024 ini mengalami penurunan 1,55% dari produksi Tahun 

2023 yaitu sebesar 53,98 juta ton GKG. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima 

tahun terakhir (2020- 2024) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Perkembangan 

produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi dan 

cenderung menurun. Penurunan luas panen dan produksi padi terjadi tahun 2020 dan 2021, 

dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan namun kembali menurun di tahun 2023 dan 2024 

dengan rata-rata penurunan dalam 5 tahun terakhir untuk luas panen sebesar 1,46% dan produksi 

sebesar 0,69%. Meskipun dari sisi produksi dan luas panen mengalami penurunan, namun 

produktivitas padi selama lima tahun terakhir menunjukkan positif dengan rata-rata kenaikan 

sebesar 0,78%. Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 

2020 s/d 2024 dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2020-2024

Produksi beras dalam negeri tahun 2024 mencapai 30,62 juta ton, turun 1,54% dibanding 2023. 

Sementara itu, konsumsi nasional diproyeksikan 30,91 juta ton, menyebabkan defisit 29 ribu ton. 

Penurunan produksi akibat cuaca kering berkepanjangan mendorong impor beras hingga 4 juta 

ton. Ketidakseimbangan ini berpotensi memengaruhi harga dan ketahanan pangan, sehingga 

diperlukan strategi seperti peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan pengelolaan stok 

cadangan untuk mengurangi ketergantungan impor.

2.6.2. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2024 (dengan kadar air 28%) mencapai 20,48 juta ton yang dihitung 

berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2024 mengalami peningkatan 2,47% terhadap produksi 

2023. Gambar dibawah memperlihatkan bahwa produksi, produktivitas dan luas panen jagung 

mengalami fluktuasi selama 2020- 2024.
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Gambar 11. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung

                                   Tahun 2020-2024

Perkembangan produksi jagung tahun 2020-2024 menunjukkan terjadi fluktuasi baik pada luas 

panen, produktivitas, maupun produksi. Luas panen dan produksi mengalami peningkatan pada 

tahun 2022, kemudian menurun pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024. 

Meskipun terjadi fluktuasi, luas panen, produksi dan produktivitas jagung tetap menunjukkan tren 

yang positif dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan luas panen sebesar 2,71%, 

produktivitas sebesar 1,83% dan produksi sebesar 4,71%.

Adanya dukungan yang diberikan pemerintah terhadap pencapaian produksi jagung, berkontribusi 

terhadap jumlah produksi jagung nasional. Total bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada 

Ditjen Tanaman Pangan untuk tahun 2024 seluas 1,1 juta ha diperkirakan dapat memberikan 

kontribusi terhadap luas tanam jagung nasional tahun 2024 sebesar 0,90 juta ha. Dari total luas 

tanam bantuan tersebut diperkirakan memberikan sumbangan sebesar 0,87 juta ha terhadap total 

luas panen nasional dan 1,65 juta ton GKG terhadap produksi jagung nasional (8,03%).

2.6.3 Cabai

Produksi cabai pada tahun 2024 sebesar 3,03 juta ton turun 1,03% dibanding produksi tahun 2023 

sebesar 3,06 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan 

rincian untuk komoditas cabai besar mengalami penurunan produksi 5,77% dan cabai rawit 

mengalami peningkatan sebesar 3,87%. Perkembangan produksi cabai nasional dalam 5 tahun 

terakhir dapat dilihat pada  gambar dibawah ini.

Produksi cabai rawit
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Gambar 12. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2020 – 2024

Upaya peningkatan produksi aneka cabai di berbagai daerah menghadapi tantangan yang 

memerlukan perhatian khusus. Keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis 

menjadi faktor penting dalam memperluas kampung hortikultura di beberapa wilayah. Selain itu, 

ketersediaan air untuk sistem pengairan di daerah sentra cabai masih bergantung pada curah 

hujan, sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya air yang optimal. Dalam aspek 

pertanaman, kondisi tanaman cabai yang kurang optimal di beberapa lokasi menunjukkan perlunya 

langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, dukungan permodalan yang 

memadai bagi petani dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan usaha pertanian cabai 

serta meningkatkan kesejahteraan petani.

2.6.4. Bawang Merah

Produksi bawang merah pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton meningkat 5,07% terhadap 

produksi tahun 2023 sebesar 1,99 juta ton. Perkembangan produksi bawang merah nasional dalam 

periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 13. Produksi Bawang Merah Tahun 2020 – 2024
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Produksi bawang merah tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian 

dalam pengelolaannya. Perubahan iklim seperti El Nino dan bencana hidrometeorologi 

mempengaruhi jadwal tanam serta kondisi pertumbuhan tanaman di daerah sentra. Penggunaan 

pestisida yang kurang bijak juga menjadi perhatian dalam praktik budidaya, mengingat 

efektivitasnya terhadap hama serta dampaknya terhadap kesehatan petani. Stabilitas harga yang 

belum terjamin dapat mempengaruhi keputusan petani dalam memilih komoditas yang akan 

dibudidayakan. Selain itu, serangan hama dan penyakit pada tanaman bawang merah 

menunjukkan pentingnya penerapan teknik budidaya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, 

keterbatasan modal dan pola persemaian yang belum optimal di beberapa daerah juga menjadi 

faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

2.6.5. Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2024 mencapai 39.44 ton atau mengalami 

peningkatan 0,48% dari produksi tahun 2023 sebesar 39.254 ton. Perkembangan produksi bawang 

putih tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 14. Produksi Bawang Putih Tahun 2020 – 2024

Produksi bawang putih nasional mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir setelah pada 

periode 2020-2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Penurunan produksi yang cukup besar dimulai pada tahun 2021 yaitu sebesar 44,88% 

dibandingkan tahun 2020. Meskipun produksi bawang putih tahun 2024 mengalami peningkatan, 

upaya pengembangannya masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. 

Program wajib tanam bawang putih yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri 

mengalami kendala dalam implementasinya, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha. Perubahan 

kebijakan yang mengizinkan wajib tanam setelah penerbitan RIPH menyebabkan tingkat 

kepatuhan menurun dibandingkan sebelumnya. Selain itu, berbagai faktor seperti keterlambatan 

distribusi sarana produksi, kualitas benih yang belum optimal, serta hambatan dalam pemasaran 

dan pembayaran turut mempengaruhi efektivitas program ini. Untuk memastikan keberlanjutan 

pengembangan bawang putih dalam negeri, diperlukan strategi yang lebih terarah, termasuk 

peningkatan efisiensi sistem budidaya, penguatan dukungan kepada petani, serta kebijakan yang 

mendorong daya saing bawang putih lokal di pasar domestik.
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2.6.6. Daging

Pada tahun 2024 total produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam 

bentuk meatyield tercapai sebesar 4.744,76 ribu ton, meningkat 129,35 ribu ton dibanding tahun 

2023. Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat bahwa peningkatan produksi daging tahun 2024 

terjadi pada komoditas ternak sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik, 

sedangkan penurunan produksi daging terjadi pada komoditas ternak domba dan babi. 

Peningkatan produksi daging untuk komoditas utama tersebut diiringi juga dengan terpenuhinya 

populasi ternak untuk komoditas utama yang dikembangkan yaitu sapi potong, kerbau, kambing, 

domba, ayam, itik dan babi sesuai kebutuhan.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

Meskipun produksi daging meningkat, ketersediaan daging sapi/kerbau dalam negeri masih belum 

mencukupi, dengan produksi baru mencapai 64,47% dari total kebutuhan. Sebaliknya, subsektor 

unggas mengalami surplus, di mana produksi daging ayam ras mencapai 3,8 juta ton, melebihi 

kebutuhan 3,7 juta ton. Untuk meningkatkan produksi daging sapi, berbagai upaya dilakukan, 

seperti mendorong pembiayaan non-APBN, investasi swasta, koordinasi antar lembaga, 

penguatan pengawasan, serta penyusunan regulasi percepatan produksi daging nasional.

2.6.7. Susu

Pada 2024, produksi susu mencapai 808,35 ribu ton, meningkat 2,66% dari 2023 yang sebesar 

787,37 ribu ton. Pertumbuhan produksi susu bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan 

masyarakat. Pada 2020, produksi naik 0,25% akibat meningkatnya konsumsi selama pandemi 

Covid-19. Namun, pada 2022-2023, produksi menurun akibat wabah PMK yang menyebabkan 

kematian dan penurunan produktivitas sapi perah. Peningkatan produksi susu 2024 didukung oleh 

populasi 210.501 ekor sapi perah laktasi, naik 4,48% dari 201.060 ekor pada 2023. Meski 

mengalami peningkatan, jumlah ini masih belum mencukupi kebutuhan.
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Gambar 15. Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024

Kenaikan produksi susu pada tahun 2024 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Namun, produksi tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Untuk mencapai 

swasembada susu, diperlukan peningkatan produksi sebesar 6% per tahun. Oleh karena itu, 

berbagai upaya akan dilakukan pada tahun 2025 guna meningkatkan produksi susu diantaranya 

melalui pembinaan perbibitan dan kelompok peternak, regulasi pembibitan sapi perah, serta 

pemasukan ternak dari AS dan Brazil untuk peningkatan mutu genetik. Kompetensi SDM perlu 

diperkuat melalui kerja sama dengan Denmark, sementara investasi didukung dengan kemudahan 

akses lahan, infrastruktur, dan pembiayaan bagi pelaku usaha.

2.6.8. Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan 

puyuh. Produksi telur tahun 2024 sebesar 6,88 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 

4,42% dari tahun sebelumnya. Selama periode 2020-2024, peningkatan produksi telur 

berlangsung dengan fluktuasi yang beragam. Produksi telur dipengaruhi oleh permintaan 

masyarakat. Tahun 2020 permintaan telur meningkat karena telur merupakan sumber protein yang 

terjangkau sebagai penambah daya tahan tubuh pada saat pandemi Covid-19. Tahun 2021 

permintaan telur menurun tetapi tahun 2022 permintaan telur meningkat sehingga produksi Day 

Old Chick Final Stock (DOC FS) ayam ras meningkat yang berdampak pada peningkatan produksi 

telur.
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Tabel 2. Produksi Telur Tahun 2020 – 2024

Kinerja produksi telur selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor 

perunggasan, namun diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Oleh 

karena itu Kementan terus mendorong ekspor telur tetas (hatching egg) serta meningkatkan daya 

saing di pasar global. Selain itu, telur sebagai sumber protein hewani yang terjangkau terus 

dipromosikan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Untuk menjaga stabilitas ketersediaan, 

Kementan juga berkoordinasi dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga terkait.
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3.1. Sub Sistem Hulu

Dalam sistem pembangunan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, subsistem hulu 

memegang peranan yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam rantai produksi. Subsistem 

ini mencakup berbagai komponen penunjang seperti penyediaan lahan, infrastruktur irigasi 

pertanian, penyediaan investasi sapi perah. Keberhasilan tahap hulu ini sangat menentukan 

produktivitas dan efisiensi usaha tani, sekaligus menjadi faktor penentu dalam pencapaian target 

ketahanan pangan nasional.

Ketersediaan dan keterjangkauan input pertanian yang berkualitas menjadi tantangan utama yang 

harus dihadapi, terlebih di tengah dinamika perubahan iklim, tekanan populasi, dan keterbatasan 

sumber daya. Oleh karena itu, intervensi yang tepat melalui kebijakan peningkatan kapasitas 

produksi input dalam negeri dan dukungan infrastruktur serta dapat memperkuat fondasi produksi.

3.1.1.  Optimasi Lahan Rawa

Optimasi Lahan (Oplah) Rawa merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan 

produktivitas dan keberlanjutan lahan rawa untuk pertanian, perikanan, atau penggunaan lainnya 

melalui teknologi dan manajemen yang tepat. Tujuannya adalah agar lahan rawa dapat 

dimanfaatkan secara maksimal tanpa merusak keseimbangan ekologis. Komponen Optimasi 

Lahan Rawa terdiri dari pengelolaan air, pemilihan komoditas yang sesuai, peningkatan kesuburan 

tanah, teknologi pertanian, dan konservasi lingkungan. Pemanfaatan lahan rawa, baik pasang 

surut maupun lebak telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian sawah, 

namun, belum optimal. Sebagian besar sawah di lahan rawa memiliki Indeks Pertanaman yang 

rendah dan produktivitas yang juga rendah.

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa terdiri dari tiga komponen kegiatan yaitu Survei Investigasi dan 

Desain (SID), Konstruksi Oplah, dan Olah Tanah Oplah. Alokasi kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 

2024 dilaksanakan di 12 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 

Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut.
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a. Survei Investigasi dan Desain (SID)

Penyusunan SID dilakukan untuk lokasi yang tersebar di 12 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera 

Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan 

untuk desain lahan seluas 351.011 Ha. 

b. Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Konstruksi optimasi lahan rawa dilakukan pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, 

Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan pada lahan seluas 

348.758 Ha. Rata -rata realisasi fisik 100%.

c. Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

Olah tanah optimasi lahan rawa tahun 2024 dilakukan di 12 provinsi yang tersebar di Provinsi Aceh, 

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua 

Selatan dengan luasan 267.005,18 Ha.

Tabel  3. Sebaran Desain Optimasi Lahan Tahun 2024

Program Optimalisasi

Lahan (Oplah) yang

digagas oleh Kementan

semakin memperlihatkan

dampak positifnya bagi 

petani di Kampung

Telaga Sari, Kabupaten 

Merauke, Papua Selatan
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Gambar 16. Progres Pekerjaan Oplah di salah satu lokasi di Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan

3.1.2. Irigasi Pertanian dan Irigasi Perpompaan

a. Irigasi Pertanian

Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan 

harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi 

pertanian (infrastruktur irigasi) ditingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari 

jaringan primer dan sekunder. Program ini mencakup:
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Ÿ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

Ÿ Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Ÿ Pengembangan sumber air (irigasi perpipaan/perpompaan air tanah)

Ÿ Pembangunan embung, dam parit, dan long storage

Pada Tahun Anggaran (TA) 2024, anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur 

irigasi melalui tugas pembantuan, dana pusat, dan dukungan manajemen

b. Irigasi Perpompaan

Kegiatan Irigasi Perpompaan merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber air 

dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian, dengan cara mendistribusikan air irigasi 

dengan menggunakan sarana pompa air sebagai penggeraknya dan saluran terbuka atau saluran 

tertutup sebagai sarana distribusinya, serta mendukung sub sektor tanaman pangan.

Kegiatan Irigasi Perpompaan dilakukan secara swakelola dengan pola Padat Karya dengan 

melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan melalui dana kewenangan 

Tugas Pembantuan (TP). Lokasi kegiatan tersebar di 33 provinsi  di 335 kabupaten sebanyak 9.498 

unit 

Gambar 17. Kegiatan irigasi perpompaan Kementerian Pertanian
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3.1.3. Investasi Sapi Perah

Kementerian Pertanian berperan dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG)—salah satu 

dari delapan program prioritas Presiden RI yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, 

khususnya anak-anak dan ibu hamil. Fokus Kementerian Pertanian yang dilakukan adalah 

penyediaan pangan asal ternak seperti daging, susu, dan telur yang kaya protein hewani esensial 

untuk pertumbuhan dan kesehatan.

Pada tahun 2024, terjadi defisit signifikan dalam pemenuhan pangan hewani nasional. Kebutuhan 

susu mencapai 4,63 juta ton, sementara produksi domestik hanya 987 ribu ton (defisit 79%). Untuk 

daging sapi, produksi nasional sebesar 369 ribu ton hanya mencukupi 48% dari kebutuhan 774 ribu 

ton. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi 

nasional untuk mengurangi ketergantungan impor.

Untuk mengejar target tersebut, Ditjen PKH mengajak investor mengembangkan peternakan sapi 

perah dan sapi pedaging, dengan mengandalkan lima modal dasar mencakup sumber daya 

kawasan dan lahan, sumber daya ternak, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta 

regulasi dan sinergitas kebijakan. 

Selain itu diperlukan strategi percepatan yang diharapkan mampu mendorong peternakan nasional 

untuk lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian 

nasional. Strategi percepatan tersebut antara lain: 

Ÿ Penyelesaian regulasi pendukung; 

Ÿ Penyediaan informasi dan link and match investasi peternakan; 

Ÿ Importasi ternak, material genetik, dan produk ternak; 

Ÿ Dukungan skema kredit usaha sapi, infrastruktur, mekanisasi dan digitalisasi;

Ÿ Penguatan kelembagaan dan sinergitas usaha peternakan; 

Ÿ Penumbuhan dan peningkatan kapasitas usaha serta hilirisasi; 

Ÿ Pemerataan pengembangan usaha peternakan; dan 

Ÿ Peningkatan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.

26
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Program quick win sebagai strategi yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil nyata dalam 

waktu singkat yaitu 100 hari pada pemerintahan baru menjadi upaya percepatan investasi yang 

signifikan Kementerian Pertanian dalam mencapai target hasil cepat yaitu: 

Ÿ Penyelesaian regulasi (revisi PP 4/2016 dan turunannya); 

Ÿ Penyiapan informasi lahan dan link & match investasi; 

Ÿ Pemasukan sapi perah dan indukan sapi betina produktif dari Brazil; 

Ÿ Model kerja sama investasi (B to B dan kemitraan); 

Ÿ FGD antar K/L terkait dukungan perecepatan investasi peternakan; dan 

Ÿ Pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) percepatan peningkatan produksi susu dan 

daging sapi.

Business Continuity Planning (BCP) investasi peternakan sapi perah dan sapi Untuk memastikan 

keberlanjutan investasi peternakan sapi perah dan sapi pedaging, BCP disusun dengan tiga pilar 

kebijakan 

Kebijakan umum meliputi: 1) Percepatan pemasukan sapi perah dan sapi bakalan betina produktif 

dari negara baru; 2) Kepastian penyerapan susu oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) dan daging 

sapi oleh HOREKA serta mendukung program Makan Bergizi; 3) susu masuk ke dalam bapokting 

(bahan pokok penting); dan 4) regulasi pelabelan susu segar .

Kebijakan operasional meliputi: 1) Insentif sewa lahan dan pengelolaan limbah;2) Penyediaan 

infrastruktur, logistik, hijauan pakan; 3) Fasilitasi vaksin dan obat-obatan; 4) Pengembangan 

mekanisasi, sistem informasi dan teknologi digital; dan 7) Pengembangan ekosistem investasi. 

Kebijakan fiskal dan fasilitasi pembiayaan komersil meliputi: 1) Tax Holiday; 2) Kredit Usaha 

Sapi (KUS) bunga 3% dan grace period 3 tahun; 3) Bebas Bea Masuk dan PPN impor sapi; dan 4) 

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Sinergi Pembiayaan Pendanaan berasal dari APBN, APBD, DAK, swasta, dan Hibah Luar Negeri 

(HLN). APBN/DAK difokuskan untuk infrastruktur utama, APBD untuk program lokal, swasta untuk 

kemitraan dan pasar, dan HLN untuk riset, inovasi, dan pelatihan. Pendekatan ini mendorong 

ekosistem peternakan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan.

Kebijakan umum

Kementerian Pertanian

dalam memenuhi

kebutuhan susu salah

satunya adalah

melakukan

percepatan pemasukan
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produktif dari

negara baru



Aktivitas/Poin Kritis yang telah dilaksanakan:

Ÿ Revisi Regulasi:

Ÿ Penyusunan Rancangan Perpres tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional 

(P2SDN)

Ÿ Strategi percepatan realisasi inventasi dengan membentuk Tim Task Force dengan menyusun 

Rencana Aksi dan Timeline, melakukan FGD dengan K/L terkait.

Ÿ Penguatan Pasar dengan melakukan (1) Penyampaian Data ke BGN; (2) Koordinasi lintas K/L 

dengan BGN (akses pasar dan keamanan pangan); Setneg pada dukungan Perpres P2SDN; 

Sertifikat RPH Ruminansia; dan (3) Usulan pembiayaan melalui DAK Jangka Menengah 2026-

2029 

Ÿ Pemasukan Sapi dan Tindak Perkarantinaan

Selain itu, fasilitasi investasi juga dilaksanakan melalui pendampingan calon investor  bidang 

peternakan yang berencana melakukan investasi di bidang peternakan. Pendampingan dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan calon investor dimulai dari pengurusan perizinan berusaha, pencarian 

lahan, koordinasi dengan pemerintah daerah tempat lokasi farm, koordinasi dengan DPMPTSP 

daerah, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. 

Fasilitasi/pendampingan lanjutan PMA asal Vietnam PT TH Group. Pendampingan investor TH 

Group dilaksanakan di beberapa lokasi sejak bulan Oktober-Desember 2024. Lokasi yang disurvei 

diantaranya sebagai berikut: Napu, Sulawesi Tengah (3.594 ha), Gowa, Sulawesi Selatan (900 ha), 

Wajo, Sulawesi Selatan (13.458 ha), Seko Sulawesi Selatan (39.476 ha), Barito Utara, Kalimantan 

Tengah (10.270 ha). Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan: PT TH Group  telah memutuskan 

investasi di 3 lokasi yaitu Napu, Wajo, dan Barito Utara.

3.2. Sub Sistem On Farm

Subsistem on-farm merupakan bagian inti dari sistem agribisnis yang mencakup seluruh kegiatan 

budidaya pertanian yang dilakukan langsung di lahan oleh petani. Kegiatan dalam subsistem ini 

mencakup pengolahan tanah, pemilihan benih unggul, penanaman, pemupukan, pengairan, 

pengendalian hama dan penyakit, hingga panen. Efektivitas subsistem on-farm sangat 

menentukan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, karena tahap ini merupakan titik awal 

terbentuknya nilai tambah dalam rantai pasok pertanian.Inovasi seperti pertanian presisi, 

pemanfaatan data iklim, dan mekanisasi pertanian dapat meningkatkan efisiensi pada tahap ini.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia I Laporan Tahunan 2024
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3.2.1.  Mekanisasi Pertanian

Mekanisasi pertanian merupakan upaya transformasi menuju pertanian modern. Pemanfaatan alat 

dan mesin pertanian (alsintan) dalam proses budidaya, panen, hingga pascapanen, mekanisasi 

mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat waktu tanam dan panen, serta mengurangi 

kehilangan hasil. Di tengah tantangan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian dan perubahan 

iklim yang mempengaruhi musim tanam, mekanisasi menjadi solusi strategis untuk menjaga 

produktivitas lahan secara optimal.

Untuk meningkatkan produksi dan mencapai swasembada pangan, mekanisasi berperan penting 

dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Melalui penggunaan traktor untuk olah 

tanah, rice transplanter untuk percepatan tanam padi, combine harvester untuk panen yang lebih 

cepat dan minim kehilangan, serta pompa air untuk mengatasi kendala irigasi, produktivitas lahan 

dapat ditingkatkan secara signifikan. Mekanisasi juga memungkinkan pertanaman ganda atau 

indeks pertanaman (IP) yang lebih tinggi, sehingga produksi dalam satu tahun bisa 

dilipatgandakan.

Dukungan program pemerintah seperti brigade alsintan, bantuan alsintan kelompok tani, dan 

penguatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai pengelola alsintan menjadi kunci dalam 

memperluas penerapan mekanisasi, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan 

nasional secara berkelanjutan.

Sebagaimana dilaporkan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian, alat dan mesin pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan yang disalurkan pada tahun 2024 

terdiri dari bantuan Traktor Roda Empat, Traktor Roda Dua, Pompa Air, Hand Sprayer, Rice 

Transplanter, dan Traktor Crawler. 

Adapun jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah disalurkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Traktor Roda-4

Telah disalurkan bantuan traktor roda 4 sebanyak 1.241 unit di 30 Provinsi di seluruh Indonesia. 

b. Traktor Roda-2

Telah disalurkan Traktor Roda 2 sebanyak 6.563 unit di 35 Provinsi. 

Tracktor Roda-4,

merupakan salah satu

bantuan Alat

pertanian yang

diberikan

Pemerintah Pusat

ke kelompok tani

melalui

Kementerian Pertanian



a. Pompa Air

Dalam menghadapi bencana kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan maka Kementerian 

Pertanian mengambil langkah cepat melalui kegiatan pompanisasi dengan memberikan bantuan 

pompa air. Bantuan pompa air ini juga untuk mendukung Kegiatan Penambahan Areal Tanam (PAT) 

Padi dengan pemberian Pompa Air tahun 2024 sebanyak 62.388 unit  di 38 Provinsi seluruh 

Indonesia. 

b. Hand Sprayer

Hand sprayer diberikan kepada petani sebanyak 20.700 unit di 33 Provinsi. 

c. Rice Transplanter

Penggunaan rice transplanter dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses tanam. 

Dengan menggunakan mesin ini, petani dapat menanam bibit padi dalam jumlah besar dengan 

cepat dan tepat, serta tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding metode tradisional. Tahun 2024 

penyaluran rice transplanter sebanyak 186 unit  di 12 Provinsi.

d. Traktor Roda Crawler

Bantuan Traktor Roda Crawler tahun 2024 sebanyak 30 unit dialokasikan di 4 Provinsi yaitu 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Sulawesi Selatan.

3.2.2.  Stablisasi Pasokan Komoditas Penyumbang Inflasi

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah merupakan bagian dari strategi penyediaan 

pasokan komoditas hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional volume produksi tahunan dinilai mencukupi, 

distribusi antar-waktu dan antar-wilayah masih menghadapi tantangan, terutama menjelang hari 

besar keagamaan dan perayaan nasional yang kerap memicu lonjakan permintaan. 

Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan ini berisiko menyebabkan gejolak harga dan memicu 

inflasi, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan pengendalian yang terencana oleh seluruh 

pemangku kepentingan.
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Sebagai bagian dari upaya penguatan produksi, Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 

melaksanakan program produksi semaian cabai dan bawang merah menggunakan teknologi 

soilblock di 37 lokasi pada 31 provinsi, dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana 

pendukung melalui kegiatan nurseri. Hasil produksi nurseri berupa seedling telah membantu petani 

dalam pemenuhan kebutuhan benih, sehingga mendukung kelancaran produksi. Realisasi 

pengembangan kawasan bawang merah mencapai 6.551 hektare atau 105,49% dari target, 

dengan pelaksanaan oleh satuan kerja pusat di 6 provinsi dan 16 kabupaten mitra Champion 

Bawang Merah.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah di 6 Provinsi, 16 Kabupaten mitra 

Champion Bawang Merah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah tahun 2024
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Komoditas Aneka Cabai

Pengembangan kawasan aneka cabai tahun 2024 dilakukan pada lahan seluas 3.000 Ha yang 

tersebar di 10 Provinsi, 27 Kabupaten/Kota mitra Champion Cabai. Lokasi pengembangan 

kawasan aneka cabai dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 5. Lokasi kawasan pengembangan aneka cabai Tahun 2024
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3.2.3.  Bantuan Benih Mendukung Luas Tambah Tanam 

Bantuan benih merupakan program pemerintah untuk memberikan benih kepada petani secara 

gratis atau subsidi. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen 

Bantuan benih yang telah diberikan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ÿ Benih padi inbrida di 21 provinsi adalah seluas 657.845 ha

Ÿ Benih padi inbrida reprioritas di 19 provinsi adalah seluas 578.709 ha (101,53%) dari target 

570.000 ha

Ÿ Benih padi inbrida opla dan pompanisasi di 27 provinsi adalah seluas 727.152 ha (100,77%) dari 

target 721.610 ha

Ÿ Benih padi inbrida optimalisasi di 5 provinsi adalah seluas 35.144 ha (101,49%) dari target 

34.600 ha 

Ÿ Benih padi inbrida (MP FE) di Kalimantan Tengah adalah seluas 11.500 ha (100,00%) dari target 

11.500 ha 

3.3. Sub Sistem Hilir

Subsistem hilir pertanian merupakan tahap lanjutan dari proses produksi yang berperan penting 

dalam menentukan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Kegiatan dalam subsistem ini 

mencakup penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pengemasan, penyimpanan, distribusi, 

hingga pemasaran produk pertanian. Efektivitas subsistem hilir sangat menentukan kualitas produk 

yang sampai ke konsumen, serta berkontribusi besar dalam mengurangi kehilangan hasil (losses) 

dan menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Dengan pengelolaan hilir yang baik, produk pertanian 

tidak hanya dapat dipasarkan dalam bentuk segar, tetapi juga dapat diolah menjadi produk olahan 

yang bernilai ekonomi tinggi.

Penguatan subsistem hilir menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan 

keberlanjutan usaha tani. Dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan skala rumah 

tangga maupun industri besar, peningkatan akses pasar melalui digitalisasi, serta penguatan 

infrastruktur logistik seperti cold storage dan jalan usaha tani, menjadi faktor penting yang perlu 

diperhatikan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan koperasi petani dalam 

membangun rantai pasok yang efisien dan transparan juga sangat diperlukan agar hasil pertanian 

Indonesia mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Hilirisasi produk
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 3.3.1. Program Biosolar B50 Menuju Mandiri Energi

Salah satu kegiatan Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Kementerian ESDM yaitu 

”Implementasi Biosolar B50 Menuju Mandiri Energi”.  Program ini sejalan dengan 8 misi (Asta Cita) 

yang diusung Presiden RI terutama asta cita ke-2 yaitu memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program biodiesel saat ini telah mencapai tahap B35, dan sedang dikembangkan ke B40. Uji jalan 

B40 dan B30D10 pada sektor otomotif telah dilakukan Juli–Desember 2022 dengan hasil 

memuaskan. Dalam rangka menuju B50, Ditjen Perkebunan sejak Juli 2024 mulai menyusun 

Naskah Akademik Efektivitas Organisasi Tata Kelola Kelapa Sawit bersama APPERTANI, 

menyiapkan regulasi pendukung mandatori B40/B50, serta melakukan kajian kesiapan sarpras 

badan usaha bahan bakar nabati dan supply–demand kelapa sawit bersama LEMIGAS. Simulasi 

program biodiesel B50 menunjukkan kebutuhan total Biogasoil sebesar 34,1 juta KL. Dari produksi 

CPO tahun 2022 sebesar 46,7 juta ton, konsumsi domestik 21 juta ton digunakan untuk 

menghasilkan biodiesel (B100) sebanyak 10,4 juta KL (9,3 juta ton), sedangkan alokasi ekspor 25,7 

juta ton menyumbang 6,7 juta KL (5,9 juta ton). Tambahan kebutuhan dipenuhi dari solar domestik 

15,3 juta KL dan solar impor 1,7 juta KL.

Dengan implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa negara yang disebabkan dari 

pengurangan biaya impor solar. Hasil perhitungan proyeksi penghematan devisa dari kebijakan 

B35 di tahun 2023 menjadi B50 pada tahun 2026 memiliki potensi kenaikan sampai 74% atau 18.2 

Milyar USD = Rp 287.8 Trilyun. Untuk memenuhi kebutuhan CPO B50 penambahan sekitar 6 juta 

ton yang bisa didapat dari peningkatan produksi CPO nasional atau diambil dari pengurangan 

ekspor Rp. 92,3 Trilyun. Kesimpulannya program B50 akan menghemat devisa sebesar Rp. 195,5 

Trilyun/ tahun.

a. Perkembangan B50

Progres kegiatan menuju implementasi B50 sebagai berikut :
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1. Kegiatan Launching B50

Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024 bertempat Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya, 

Batulicin, Kalimantan Selatan, dilaunching oleh Menteri Pertanian dihadiri oleh Dr. Sjafrie 

Sjamsoeddin, Gubernur Kalsel, GAPKI, APROBI, Kementerian ESDM, SUCOFINDO, BPDPKS, 

dan pihak terkait lainnya.

Gambar 18. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan launching Biodiesel 50 persen (B50)

                        di Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya, Batulicin, Kalimantan Selatan

2. Tersusunnya Roadmap Implementasi Biodiesel B50 Menuju Indonesia Mandiri Energi

3. Penyiapan Standard dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk campuran 

    B50 (sedang berproses oleh LEMIGAS melalui pendanaan BPDP

   a). Menyiapkan standar dan mutu (spesifikasi) BBN dan melakukan pengujian karakteristik serta  

unjuk kerja pada mesin diesel dengan bahan bakar B50 dengan komponen campuran B100, 

D100 dan B0 sehingga didapatkan evaluasi teknis bahan bakar campuran B50 sebagai bahan 

bakar mesin diesel di Indonesia.

   b). Timeline untuk penyiapan spesifikasi dan uji bench test maksimum 3 bulan dimulai dari 

        Agustus 2025 sampai November 2025.

c). Output yang diharapkan (keluaran) yaitu :

Ÿ Data teknis dan rekomendasi kualitas bahan bakar B100, D100, B0 dan kualitas bahan 

bakar campuran B50.

Ÿ Data teknis unjuk kerja berupa daya, torsi, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar dari 

penggunaan B50 pada mesin diesel (otomotif dan/atau non otomotif) dengan referensi 

bahan bakar B0.

Ÿ Data teknis kualitas pelumas baru (fresh oil), dan pelumas bekas (used oil) yang digunakan 

pada B50 pada mesin diesel dan mengetahui signifikansinya terhadap kinerja mesin. 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia I Laporan Tahunan 2024



Laporan Tahunan
Kementerian Pertanian 2024

4. Persiapan Rencana penyediaan kendaraan uji dan filter bahan bakar uji serta penyediaan bahan 

    bakar minyak jenis minyak solar (B0); jenis biodiesel (B100) dan diesel biohidrokarbon (D100),  

    perkembangannya sampai dengan  saat ini yaitu : 

Penyampaian terkait dengan kebutuhan bahan bakar, masih dapat disesuaikan berdasarkan 

pembahasan metodologi yang dilakukan;

Ÿ Pada pengujian chassis dyno perlu untuk dilakukan penyesuaian ECU dengan bahan bakar 

yang akan diuji melalui penggunaan kendaraan dengan jarak 200 km;

Ÿ Pengujian dilakukan pada 2 jenis kendaraan Light Duty yang disediakan oleh GAIKINDO (Toyota 

Fortuner dan Mitsubishi L300 / Isuzu Mux);

Ÿ Pengujian akan dilakukan untuk 2 jenis filter (kendaraan light duty dan kendaraan heavy duty). 

5. Kajian Kesiapan Infrastruktur Pendukung Penerapan B50 (sedang berproses hingga saat ini oleh 

    LEMIGAS melalui pendanaan BPDP);

6. Kajian Bisnis Proses Pengadaan dan Harga Indeks Pasar BBN Menuju B50 (sedang berproses 

    hingga saat ini oleh LEMIGAS melalui pendanaan BPDP); dan

7. Penyusunan naskah akademik terkait efektifitas organisasi tata Kelola sawit (sedang berproses 

    hingga saat ini oleh APPERTANI melalui pendanaan BPDP).

Upaya-Upaya Strategis

Untuk mencapai implementasi B50 pada tahun 2026 diperlukan upaya baik dari sisi hulu maupun 

hilir antara lain :

1. Peningkatan produktivitas Kebun Rakyat (PSR);

    a. Peningkatan produktivitas perkebunan rakyat 1,24%/ha/tahun dari 3,36 ton/ha/tahun hingga 

        4,35 ton/ha melalui intensifikasi (PSR + penerapan GAP)

b. Peningkatan produktivitas perkebunan besar 1,47%/ha/tahun dari 4,03 ton/ha/tahun hingga 

    mencapai 5,24 ton/ha melalui intensifikasi.

c. Ekstensifikasi perkebunan rakyat (PR) melalui optimalisasi HGU yang sudah terbit dan 

    memanfaatkan alih komoditas, dari 6,8 juta ha menjadi 9,5 juta ha pada tahun 2032 sehingga 

    total luas areal kelapa sawit nasional menjadi 20 juta ha.
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2.  Peningkatan Luas Lahan (sesuai Studi Analisis dibutuhkan 3 Juta Ha lahan tambahan);

3. Peningkatan Produksi B50 melalui Peningkatan Kapasitas Terpasang Pabrik. Peningkatan 

kapasitas terpasang Pabrik/ Industri Biodiesel harus melalui pembangunan Pabrik baru 

(membutuhkan waktu sekitar 2 tahun baru implementasi) dan dibutuhkan investasi sekitar Rp. 7 

triliun. Selain itu mendorong penambahan kapasitas terpasang atau investasi baru  terutama di 

wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

4. Mendorong BU BBN eksisting untuk meningkatkan kemampuan produksi secara optimal (± 85% 

dari kapasitas terpasang)

5. Pengujian Standar Kualitas Mesin Kendaraan melalui Road Test Penggunaan B50;

6. Perlu adanya kenaikan tarif subsidi atau insentif biodiesel;

Selain itu, diperlukan regulasi terkait hal-hal penting yaitu :

1.   Penetapan Areal Lahan Baru Pengembangan Biodiesel (KLHK, ATR/BPN, Kementan)

2.   Kewajiban Optimalisasi Lahan IUP dan HGU yang dikuasai oleh Korporasi (Kementan, KLHK, 

ATR/BPN)

3.   Revisi kebijakan mandatori Blending Biodiesel dan Penetapan standar kualitas B50 (Kemen-

ESDM).

4.   Ketetapan pemerintah terkait produk biodiesel yang dipakai untuk blending (tingkat persentase 

blending FAME dan HVO)

5.   Peningkatan Kapasitas Terpasang Industri Biodiesel (BKPM)

6.   Penyesuaian tarif insentif biodiesel (Kemenkeu, BPDPKS) 

7.   Penentuan Harga konversi memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi BU BBN; 

8.   Penetapan sanksi B0 yang tidak serta merta mematikan BU BBN; 

9.   Komitmen pemerintah melindungi BU BBN dalam kepastian dan perlindungan hukum. 

10. Kajian komprehensif mengantisipasi terjadinya distorsi pasar yang dapat menjatuhkan daya 

saing industri kelapa sawit; 

11.  Kebijakan yang kuat dalam mendorong peningkatan produksi CPO nasional.

·
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3.4. Sub Sistem Pendukung

Sebagai bagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangak Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024 dan di tengah upaya pemulihan pasca pandemic COVID yang terjadi pada awal tahun 

2020 serta tantangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, pemerintah berkomitmen untuk menjaga 

kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan RPJMN 2020-2024. Rencana Kerja 

Pemerintah tahun 2024 memiliki tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan”, sehingga Kementerian Pertanian turut berkontribusi menyukseskan upaya 

pemerintah tersebut.

3.4.1. Brigade Pangan dan Petani Milenial

BRIGADE PANGAN

Tantangan ketahanan pangan Indonesia semakin mendesak seiring dengan proyeksi pertumbuhan 

jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah 

penduduk ini berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan, terutama pangan 

pokok seperti padi. Program Brigade Pangan menjadi salah satu solusi strategis untuk 

meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan dan efisien. Brigade Pangan bertujuan untuk 

memodernisasi pertanian melalui penerapan teknologi pertanian modern, mekanisasi, digitalisasi, 

dan penggunaan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Program ini berfokus 

pada pemberdayaan petani milenial untuk mengelola usaha tani dengan lebih efisien, serta 

meningkatkan akses mereka terhadap permodalan dan pasar.

Pada tahun 2024, BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian) menjalankan program ini dengan berbagai capaian utama, termasuk penguatan 

kapasitas petani dan penyuluh, serta optimalisasi penggunaan teknologi pertanian presisi. Brigade 

Pangan juga memperkenalkan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan 

pemangku kepentingan lain. Program ini menyediakan sarana produksi seperti benih unggul, 

pupuk, pestisida, serta alat mekanisasi pertanian dan alat panen. Dengan total biaya operasional 

sekitar Rp2,5 miliar untuk pengelolaan 200 hektar per tahun, proyeksi pendapatan mencapai Rp4,2 

miliar, dengan keuntungan bersih sekitar Rp1,68 miliar per tahun dan pendapatan petani sekitar 

Rp10 juta per bulan. Dengan model bisnis ini, Brigade Pangan tidak hanya mendukung 

produktivitas pertanian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil usaha yang 

berkelanjutan dan optimal.
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Dengan berbagai capaian tersebut, Brigade Pangan diharapkan dapat mempercepat pencapaian 

swasembada pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjaga kestabilan harga 

pangan di dalam negeri. Dengan pendekatan yang berbasis pada inovasi, optimalisasi sumber 

daya lahan dan air, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, program ini 

diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan ketahanan pangan Indonesia secara mandiri 

dan berkelanjutan.

a. Membentuk Brigade Pangan (BP) sebagai Salah Satu Upaya Pertanian Modern 

Brigade Pangan merupakan kelembagaan Usaha Pertanian yang beranggotakan Petani Milenial. 

Brigade Pangan ditumbuhkembangkan oleh Petani menggunakan prinsip penumbuhan dan 

pengembangan kelembagaan Petani. Brigade Pangan dikukuhkan oleh Kepala Desa, Bintara 

Pembina Desa (Babinsa), atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(Bhabinkamtibmas). Brigade Pangan dalam mengelola Usaha Pertanian dengan luasan kurang 

lebih 200 Ha dapat bermitra dengan kelembagaan Petani dan/atau kelembagaan ekonomi Petani 

yang sudah ada. Selain berasal dari kelembagaan Usaha Pertanian, Brigade Pangan dapat berasal 

dari kelompok masyarakat lain. Dalam hal kelembagaan Usaha Pertanian berasal dari TNI/Polri 

milenial, pelaksanaan bantuan mengikuti peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan 

Negara. 

Tujuan utama pembentukan Brigade Pangan untuk menjadi wadah kebersamaan Petani Milenial 

dalam mengelola usaha tani. Penerapan melalui Pertanian Modern menempatkan generasi 

milenial di garis depan pengelolaan dan operasional pertanian, dengan tujuan untuk 

memodernisasi sektor pertanian dan menarik minat generasi muda dalam bidang ini. Proses bisnis 

Brigade Pangan terlihat pada Gambar 19.

·

Gambar 19. Proses bisnis Brigade Pangan Tahun 2024 

Brigade Pangan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian, termasuk benih unggul, pupuk, 

pestisida, dolomit, alat mekanisasi pertanian, serta alat panen. Pola kemitraan dalam mengelola 

lahan melibatkan Garap Lahan Tahunan, dan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dengan 

sistem ini, pemilik lahan mendapatkan keuntungan 30%, sementara Brigade Pangan memperoleh 

70% dari hasil usaha.
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Total Biaya Operasional: Rp2.515.693.333, Pendapatan/Omset: Rp4.200.000.000, Keuntungan 

Bersih per Tahun: Rp1.684.306.667, dan Pendapatan Petani per Bulan: Rp10.000.000. Sistem ini 

memastikan keberlanjutan usaha tani dengan hasil yang optimal serta kesejahteraan petani yang 

lebih baik. Dengan model bisnis ini, sebanyak 15 petani dapat mengelola lahan seluas 200 hektar 

secara produktif dan berkelanjutan. Proses Pembentukan Brigade Pangan terlihat pada Gambar 

20.

Gambar 20. Proses Pembentukan Brigade Pangan Tahun 2024 

Lokasi Brigade Pangan (BP) terdapat di 12 (dua belas) Provinsi meliputi provinsi Aceh, Sumatera 

Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Total Luas OPLAH 

tahun 2024 adalah 351.017 Ha. Capaian Brigade Pangan yang telah terbentuk adalah 102,51% 

dimana realisasi BP yang terbentuk adalah 1.799 BP dari target BP (200ha/15 orang) 1.755 BP. 

Capaian Brigade Pangan Per Provinsi pada Tabel 6.
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Tabel 6. Sebaran Brigade Pangan Tahun 2024

Brigade Pangan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian, termasuk benih unggul, pupuk, 

pestisida, dolomit, alat mekanisasi pertanian, serta alat panen. Pola kemitraan dalam mengelola 

lahan melibatkan Garap Lahan Tahunan, dan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dengan 

sistem ini, pemilik lahan mendapatkan keuntungan 30%, sementara Brigade Pangan memperoleh 

70% dari hasil usaha.
Pola Kemitraan BP sesuai kesepakatan para pihak saling menguntungkan dengan minimal waktu 5 

(lima) tahun bisa dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Contoh pola kemitraaan Brigade Pangan
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Alur Proses Pendampingan Brigade Pangan (BP) Tahun 2024 pada Gambar 21.

Gambar 21. Alur Proses pendampingan Brigade Pangan (BP) 

Adapun peran penyuluh pusat di Provinsi dalam pendampingan Brigade Pangan (BP) Tahun 2024 

dapat dilihat pada Gambar 22.

Gambar 22. Peran penyuluh pusat di Provinsi dalam pendampingan Brigade Pangan (BP) 
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Kegiatan koordinasi dalam rangka Brigade Pangan di Provinsi Jambi, Tahun 2024 bersama Instansi 

terkait dapat di lihat pada Gambar 23.

Gambar 23. Kegiatan koordinasi Brigade Pangan di Provinsi Jambi, Tahun 2024

PETANI MILENIAL

Regenerasi sumber daya manusia pertanian yang berkesinambungan, profesional, dan adaptif 

terhadap teknologi menjadi kunci untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. 

Petani milenial, yang berusia antara 17 hingga 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi digital, 

memiliki potensi besar untuk menjadi pengusaha pertanian yang inovatif. Kementerian Pertanian 

mendukung generasi muda ini melalui penyediaan teknologi, bantuan alsintan, bibit gratis, serta 

pendampingan untuk mengembangkan sektor pertanian yang lebih modern dan produktif. Dengan 

pengolahan yang menggunakan teknologi canggih, nilai tambah komoditas pertanian bisa 

meningkat hingga 200%.

Tantangan terbesar adalah mengajak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang memiliki 

tantangan tersendiri. Namun, dengan semangat, energi, dan pemikiran kritis yang dimiliki oleh 

generasi muda, pertanian dapat menjadi sektor yang lebih menguntungkan. Berdasarkan data 

Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Indonesia akan mengalami bonus demografi besar pada 

tahun 2050, menjadikan sektor pertanian sebagai peluang untuk menyediakan lapangan 

pekerjaan, sumber pendapatan utama rumah tangga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program Petani Milenial, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019, 

bertujuan untuk mendorong lebih banyak generasi muda terlibat dalam sektor pertanian. 

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 dari BPS, terdapat sekitar 6,18 juta petani milenial di 

Indonesia, yang merupakan 21,93% dari total 28,19 juta petani. Jawa Timur memiliki jumlah petani 

milenial terbanyak, yaitu 971.102 orang, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 625.807 orang dan Jawa 

Barat dengan 543.044 orang.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia I Laporan Tahunan 2024



Gambaran jumlah petani di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 

dapat dilihat pada Gambar 24.

Gambar 24. Jumlah petani di Indonesia berdasarkan umur versi BPS Tahun 2023

Kementerian Pertanian terus memfasilitasi generasi muda untuk terjun menjadi wirausaha 

pertanian, dengan menyediakan teknologi, alsintan, bibit gratis, serta pendampingan. Jika petani 

milenial bergerak bersama, produksi dapat meningkat, dan Indonesia bisa menjadi lumbung 

pangan dunia pada 2045. Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) adalah 

perwakilan petani milenial yang adaptif terhadap teknologi dan peduli lingkungan. Pendataan 

petani milenial diperlukan untuk mempercepat diseminasi informasi dan teknologi serta 

pelaksanaan program utama Kementerian Pertanian.

Penumbuhan dan pemberdayaan petani melibatkan kolaborasi dengan organisasi 

kemasyarakatan atau lembaga pertanian, bertujuan menekan kemiskinan dan urbanisasi dengan 

mengelola usaha pertanian secara berkelompok. Kementerian Pertanian juga mendorong 

pendidikan vokasi, dengan transformasi Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) menjadi 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) bertaraf internasional, agar petani milenial bisa 

bersaing di dunia usaha dan industri pertanian global.

P e m e r i n t a h  j u g a  m e m f a s i l i t a s i  p e t a n i  m i l e n i a l  d e n g a n  P e r m e n t a n  N o .  

07/Permentan/OT.140/1/2013, yang mengatur pengembangan generasi muda pertanian, melalui 

berbagai program seperti Diklat Pertanian (Agricultural Training Camp), pemagangan di lahan 

pertanian, dan studi banding untuk mengamati langsung objek usaha tani. Untuk mendukung 

pembangunan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Kementerian Pertanian 

membentuk DPM dan DPA guna meningkatkan peran generasi muda dalam sektor pertanian.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia I Laporan Tahunan 2024

44



Rekapitulasi DPM/DPA dan Jaringan Petani Nasional (JPN) Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi DPM/DPA dan Jaringan Petani Nasional (JPN) Tahun 2024

Salah satu kegiatan Mentan dengan petani milenial dapat dilihat pada Gambar 25.

Gambar 25. Kegiatan Mentan bersama petani milenial di Dadahup - Kalteng, 27 September 2024. 
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3.4.2. Standardisasi Instrumen Pertanian

Sektor pertanian memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional, meskipun dihadapkan 

pada tantangan yang semakin kompleks seperti degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, 

keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, dan perubahan iklim. Produksi pertanian 

Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, mayoritas adalah petani kecil dengan luas lahan 

rata-rata kurang dari 0,5 ha untuk memenuhi kebutuhan pangan 273 juta penduduk Indonesia. Oleh 

karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan 

kecukupan pangan dan kesejahteraan petani.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 

mengamanatkan bahwa sarana dan prasarana pertanian, seperti benih, bibit, pupuk, serta alat dan 

mesin pertanian, harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Namun, menurut Survei 

Pertanian Terintegrasi BPS 2020, 89,72% lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa 

Tenggara Timur tidak memenuhi standar, sementara hanya 10,28% yang sudah memenuhi. 

Standardisasi dalam pertanian bertujuan untuk mengukur mutu produk dan jasa, memberikan 

perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, serta lingkungan, dan meningkatkan 

daya saing serta kelancaran perdagangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian, proses standardisasi mencakup perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, 

pemeliharaan, dan pengawasan standar secara tertib dan bersama pemangku kepentingan. 

Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan hasil akumulasi pengetahuan, teknologi, 

dan pengalaman yang didapat dari konsensus antara semua pihak terkait.

Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sehingga 

Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien. 

Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimulai dari pengusulan Program Nasional 

Perumusan Standar (PNPS) pada t-1. Program Nasional Perumusan Standar adalah usulan 

rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, 

dan sistematis. Setelah PNPS yang diusulkan disetujui, maka disusun Rancangan SNI 

sebagaimana dalam Gambar 23. Adapun yang masuk dalam standar instrumen pertanian yaitu:

Ÿ Alat dan mesin pertanian yang dipakai on farm dan off farm untuk mendukung produksi pertanian 

(seperti alsin pengolahan lahan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian, 

termasuk alsin yang berbasis AI, IoT dan Cyber Physical System);

Ÿ Sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk dan pestisida); 

Ÿ Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; 

Ÿ Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan
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Gambar 26. Tahapan Penyusunan Rancangan RSNI

Untuk mendukung perumusan SNI, maka dibentuk Komisi Teknis (Komtek) sesuai dengan 

Peraturan BSN Nomor 8 Tanhun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. BSIP 

mengelola 12 Komtek yaitu: 

Ÿ Sarana dan Prasarana Pertanian (65-04)

Ÿ Tanaman Pangan (65-11)

Ÿ Hortikultura (65-15)

Ÿ Bibit dan Produksi Ternak (65-16)

Ÿ Pakan Ternak (65-17) 

Ÿ Perkebunan (65-18)

Ÿ Kesehatan Masyarakat Veteriner (65-20)

Ÿ Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian (65-21)

Ÿ Pascapanen Pertanian (65-22)

Ÿ Sumber Daya Lahan Pertanian (65-23)

Ÿ Pertanian Berkelanjutan (65-24)

Ÿ Kesehatan Hewan (11-16)

Adapun jumlah RSNI3 yang dihasilkan pada tahun 2024 sebanyak 54 SNI
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Selain penyusunan standar, dilakukan pendampingan lembaga penerap standar. Pendampingan 

dilakukan pada 76 lembaga penerap standar meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, 

Koperasi, Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Wanita 

Tani, Penangkar Benih, Perseroan Terbatas, CV, asosiasi pelaku usaha serta Badan Usaha Milik 

Desa. SNI yang diterapkan ada 22 SNI yang telah ditetapkan sebelum tahun 2024 yaitu 18 SNI 

Produk, 3 SNI sistem, dan 1 SNI Proses. Sebaran pendampingan Lembaga Penerap Standar yang 

dilaksanakan di lingkup BBPSIP TA 2024 disajikan pada Gambar 27 di bawah ini.

Gambar 27. Sebaran Pendampingan Lembaga Penerap Standar Tahun 2024

Pendampingan Lembaga penerap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen 

pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan 

pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat yang 

lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pendampingan penerapan standar yang dilakukan oleh BPSIP selama tahun 2024 telah 

memperoleh hasil diantaranya: telah diperolehnya sertifikat SNI pada Lembaga yang didampingi 

oleh 23 satker (BBPSIP dan 22 BPSIP), yaitu: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, MKalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat dan Kepulauan Riau.

Untuk mendukung penerapan standar yang semakin meluas, maka BSIP melakukan kegiatan 

penguatan kapasitas penerap standar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan 

dalam rangka memberi informasi, pengetahuan dan keterampilan para penerap standar, sehingga 

diharapkan dapat mengimplementasikan standar pertanian dalam rangka mendukung peningkatan 

produksi padi dan jagung. Kegiatan dilaksanakan di 24 provinsi lokasi pengembangan komoditas 

padi dan jagung nasional. Adapun Sebaran Kegiatan Penerap Standar Tahun 2024dapat dilihat 

pada Gambar 25.
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Gambar 28. Sebaran Kegiatan Penerap Standar Tahun 2024.

Penerapan standar juga didukung melalui anggaran pinjaman luar negeri. Kementerian Pertanian 

melalui BSIP bersama dengan World Bank pada tahun 2022 telah menyusun Program Integrated 

Corporation of Agriculutural Resources Empowerment (ICARE) yang difokuskan pada komoditas-

komoditas bernilai ekonomis tinggi, untuk mitigasi adanya risiko impor komoditas strategis yang 

cenderung terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) sektor pertanian 

dan tentunya untuk mendorong ekspor. Melalui program ICARE yang didukung oleh Bank Dunia 

dan Bappenas, BSIP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan 

standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program ICARE BSIP difokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen 

pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai 

pada tahun 2023 sampai dengan 2027, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BSIP, 

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, off taker, serta stakeholder lainnya. Lokasi dan 

komoditas ICARE di 9 Provinsi dapat dilihat pada Gambar 29 di bawah ini.
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Gambar 29. Lokasi dan komoditas ICARE di 9 Provinsi

3.4.3. Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian

Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an untuk 

menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Kebijakan strategis seperti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map RB 2020-

2024 terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Reformasi ini 

mencakup delapan area perubahan, antara lain tata kelola organisasi, penguatan pengawasan, 

peningkatan kualitas SDM aparatur, serta transformasi budaya kerja. Berbagai regulasi terbaru, 

seperti PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 dan KepmenPAN-RB Nomor 182 Tahun 2024, 

memperkuat pentingnya evaluasi reformasi birokrasi untuk memastikan manfaatnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas.

Di tingkat Kementerian/Lembaga, implementasi reformasi dilakukan melalui langkah-langkah 

seperti penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi. Berbagai inovasi juga terus dikembangkan guna 

mempercepat pelayanan publik, memperbaiki sistem kerja, serta meningkatkan profesionalisme 

SDM aparatur.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 2023-2024, dilakukan melalui dua 

pendekatan utama, yaitu:

1. Dimensi RB General – Menilai reformasi birokrasi secara menyeluruh dalam aspek kebijakan, 

kelembagaan, tata laksana, SDM, pengawasan, dan pelayanan publik.

2. Dimensi RB Tematik – Berfokus pada isu strategis tertentu, seperti penanggulangan kemiskinan, 

peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, efisien, 

responsif terhadap perubahan, serta berorientasi pada hasil demi pelayanan publik yang lebih baik.

Pada tahun 2024, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi 

Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 28 

kegiatan utama, yaitu:  
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Selain itu, dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 menetapkan 4 (empat) tema dalam pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024, yaitu: 

1. Pengentasan kemiskinan;

2. Realisasi investasi; 

3. Digitalisasi pemerintahan; dan

4. Prioritas aktual Presiden.

Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal mencakup 

peninjauan road map dan Rencana Aksi RB untuk memastikan kualitas perencanaan serta 

efektivitas pelaksanaannya. Evaluasi ini juga bertujuan memberikan rekomendasi dalam 

mengatasi kendala yang muncul. Di Kementerian Pertanian, evaluasi internal ini dikoordinasikan 

oleh Inspektorat Jenderal, yang juga bertanggung jawab dalam menilai pelaksanaan rencana aksi 

RB General dan RB Tematik agar sejalan dengan kebijakan reformasi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2024 

sebesar 84,8 mengalami kenaikan sebesar 6,48% dari capaian tahun 2023 sebesar 79,64.  Nilai 

RB tersebut disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 27 Februari 2025 melalui portal 

Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2024 ditunjukkan 

pada Tabel 9 dibawah.
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1).    Rencana Aksi Pembangunan RB General

2). Tingkat Implementasi Rencana Aksi 

Pembangunan RB General

3). Persentase Penyederhanaan Struktur 

Organisasi

4). Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 

Penyederhanaan Birokrasi

5).    Tingkat Manuritas SPIP

6).    Tingkat Keberhasilan Pembangunan  Z

7).    Nilai SAKIP

8).    Indeks Perencanaan Pembangunan

9).   Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur 

SPBE

10).  Tingkat Digitalisasi Arsip

11).  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

12).  Indeks Pengelolaan Aset

13).Tingkat t indak lanjut pengaduan 

masyarakat (LAPOR) yang sudah 

diselesaikan 

14). Indeks Kualitas Kebijakan

15).   Indeks Reformasi Hukum

16). Tingkat Kematangan Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral

17).   Indeks Tata Kelola Pengadaan

18). Indeks Sistem Merit dan Sistem  

Manajemen ASN 

19).   Indeks Pelayanan Publik

20). Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan 

Publik

21).   Indeks SPBE

22).  Capaian Prioritas Nasional

23).  Capaian IKU

24).  Opini BPK

25).  Tindak Lanjut Rekomendasi

26).  Indeks BerAkhlak

27).  Survei Penilaian Integritas

28).  Survei Kepuasan Masyarakat
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Tabel 9. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2024

Kementerian Pertanian terus berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi 

secara progresif. Nilai RB dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang 

mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif strategis. Gambar 30 berikut menyajikan 

perkembangan target dan realisasi indikator nilai RB dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 30. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
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Tren peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dalam lima tahun terakhir 

mencerminkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Berbagai indikator 

utama menunjukkan perkembangan positif, termasuk indeks penyederhanaan birokrasi, indeks 

perencanaan pembangunan, tingkat implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE), indeks reformasi hukum, serta hasil survei penilaian integritas. Peningkatan ini 

didukung oleh berbagai inisiatif strategis, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, 

efisiensi layanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. 

Sinergi antara berbagai unit kerja dalam menerapkan kebijakan reformasi birokrasi semakin 

diperkuat, menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. Tren 

positif ini menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kontribusinya terhadap pembangunan sektor pertanian nasional.

3.4.4. Perjanjian dan Kesepakatan Strategis di Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan. 

Apresiasi yang diberikan oleh pihak eksternal merupakan bukti keberhasilan kinerja Kementerian 

Pertanian dimata publik dalam memberikan pelayanan publik, inovasi pelayanan, kepatuhan 

terhadap peraturan dan upaya lainnya dalam mewujudkan good governance dan clean 

governance. Penghargaan ini tidak hanya semata sebagai pembuktian upaya nyata Kementerian 

Pertanian, namun juga menjadi pemicu semangat untuk semakin meningkatkan kinerja dalam 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Apresiasi tersebut antara lain: 

1. Penghargaan Sangat Baik Untuk Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

Kementerian Pertanian meraih penghargaan 'Sangat Baik' dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi 

atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), 

sesuai Perpres 42/2020. Penilaian ini bertujuan mengevaluasi percepatan berusaha serta 

memberikan insentif atau koreksi bagi K/L. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan 

bahwa percepatan swasembada, sesuai arahan Presiden Prabowo, didukung oleh perbaikan 

layanan publik.

Gambar 31. Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
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2. Anugerah Top Digital Awards 2024

Kementerian Pertanian pada tahun 2024 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan 

sekaligus dalam ajang Top Digital Awards 2024 . Adapun penghargaan yang diterima yaitu 'Top 

Digital Implementation 2024 #Level Stars 5' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan 'Top Leader 

on Digital Implementation 2024' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Gambar 32. Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2024

3. Bhumandala Awards

Kementan memperoleh penghargaan Bhumandala Ariti atas kontribusinya dalam penyusunan peta 

lahan peternakan skala 1:50.000. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial 

(BIG) sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementan dalam pemetaan sumber daya alam 

yang dapat menunjang pengelolaan peternakan di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 33. Kementerian Pertanian Raih Bhumandala Awards Tahun 2024
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4. Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

    Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 disampaikan bahwa 

nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian  adalah 3,67 dengan predikat 

sangat baik. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan penganugerahan 

Anindhita Wistara Data sebagai Kementerian terbaik pertama tingkat nasional dalam 

penyelenggaraan statistik sektoral.

Gambar 34. Penyerahan Penghargaan Anindhita Wistara Data

5. Anugerah Media Humas

Kementerian Pertanian kembali meraih penghargaan Komunikasi Publik untuk keempat kalinya dalam 

Anugerah Media Humas (AMH) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Melalui Biro Hubungan 

Masyarakat dan Informasi Publik, Kementan meraih Terbaik 1 dalam kategori Kampanye Komunikasi Publik 

Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD dengan tema Gerak Cepat Atasi Kekeringan. Penghargaan ini 

diberikan atas kecepatan dan ketepatan Kementan dalam menyampaikan informasi serta menjalankan 

langkah konkret menghadapi kekeringan, termasuk program pompanisasi yang terbukti membantu petani 

menjaga produktivitas lahan di tengah ancaman iklim ekstrem.

Gambar 35. Sertifikat dan Piagam Terbaik I Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024
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3.5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Untuk melaksanakan 4 program kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024, Kementerian 

Pertanian memperoleh dukungan anggaran APBN sebesar Rp15.585.644.566.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp14.272.137.630.919,- atau mencapai 91,57%. Pada tahun 2024, terdapat 

pagu blokir automatic adjustment pada anggaran Kementerian Pertanian  sebesar 

Rp421.829.409.000,-, dan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp52.915.964.000,- 

maka pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp15.110.899.193.000,- sehingga realisasi 

Kementerian Pertanian  tahun 2024 berdasarkan pagu efektif sebesar 94,45%. 

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan automatic adjustment yang ditetapkan 

oleh Kementerian Keuangan, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan 

anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker 

Daerah. APBN Kementan TA. 2024 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah 

(Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di 

Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampu 4 (empat) program Kementerian 

Pertanian. 
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Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, kompetisi 

penggunaan lahan dan air akan semakin tinggi. Kebijakan akselerasi peningkatan produksi pangan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun dan mencapai swasembada dan 

lumbung pangan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian perlu dilakukan 

secara simultan. Secara  teknokratik, Kementerian Pertanian membuat terobosan baru dengan 

cara menarik penyuluh pertanian menjadi bagian dari pegawai pusat yang ditempatkan di daerah 

melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam 

Rangka Percepatan Swasembada Pangan.    

4.1. Sentralisasi Penyuluh Pertanian

Visi Presiden Prabowo Subianto, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", 

mencerminkan komitmennya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, dan 

sejahtera pada tahun 2045. Dalam kerangka visi tersebut, salah satu aspek penting yang 

ditekankan adalah penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama dalam mewujudkan 

kemandirian bangsa. Asta Cita yang terkait dengan pertanian, seperti mendorong swasembada 

pangan, energi, air, dan ekonomi, menjadi landasan dalam upaya untuk mencapai kedaulatan 

nasional. 

Langkah strategis yang diambil Kementerian Pertanian adalah melalui transformasi pertanian 

tradisional ke pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian di 

Indonesia. Melalui perpaduan antara penggunaan sumberdaya pertanian (penyuluh, kelompok tani 

dan petani) dan penerapan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mesin pertanian 

(alsintan), sistem irigasi cerdas, serta pemanfaatan data dan analitik untuk pengelolaan lahan, 

biaya produksi dapat ditekan hingga 50%. Namun demikian perpaduan antar sumberdaya dan tools 

(teknologi dan modernisasi) tidak serta merta menjadikan praktik pertanian berjalan secara smooth 

(lancar/beriringan) antara kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan ketenagaan 

penyuluh pertanian di Indonesia sehingga masih membutuhakn perhatian. Dari 6.842 kecamatan 

yang ada di Indonesia, baru terdapat 5.829 BPP, dengan berbagai kondisi yang berbeda di setiap 

daerah. Sampai dengan akhir 2024, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia mencapai 37.605 

orang, yang terdiri dari 22.677 penyuluh PNS, 13.816 penyuluh PPPK, dan 1.112 tenaga harian 

lepas (THL-TB PP) yang didanai oleh APBN.Meskipun jumlah penyuluh cukup besar, distribusi 

yang tidak merata dan kualitas pelatihan yang beragam masih menjadi tantangan besar dalam 

meningkatkan efektivitas program penyuluhan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, terutama di 

daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih untuk mendukung swasembada 

pangan dan kemandirian petani.
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Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam 

Rangka Percepatan Swasembada Pangan telah diterbitkan. Instruksi tersebut ditujukan kepada 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menter PAN-RB, 

Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Para Gubernur, dan Para 

Bupati/Walikota dengan maksud penguatan koordinasi, dan agar proses pengalihan penyuluh 

pertanian ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada 

Kementerian Pertanian berjalan dengan baik dan program swasembada pangan tetap berjalan 

secara efektif dan efisien.

Khusus kepada Menteri Pertanian, presiden mengistruksikan agar menyediakan dan 

meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ASN; menyusun dan/atau mengembangkan 

standardisasi kompetensi dan standar jabatan penyuluh pertanian; mengembangkan 

kelembagaan petani dan KEP; memberikan dukungan penyediaan dan perbaikan prasarana dan 

sarana yang diperlukan untuk mendukung tugas penyuluh pertanian dalam rangka percepatan 

program swasembada pangan berkelanjutan;  membangun dan mengembangkan pangkalan data 

dan jaringan informasi penyuluhan pertanian; memetakan dan mendistribusikan penyuluh 

pertanian ASN.

Gambar 36. Kegiatan sekolah lapang yang diinisiasi oleh penyuluh pertanian

Secara khusus Presiden mengistruksikan kepada Menteri Keuangan  memberikan fasilitasi dan 

dukungan teknis penganggaran untuk kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana 

penyuluhan pertanian yang. Sementara itu kepada Menteri PAN-RB Presiden menginstruksikan 

agar menetapkan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian di Kementerian 

Pertanian termasuk kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian ASN Kementerian Pertanian 

yang berasal dari pengalihan penyuluh pertanian ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Kepada Menteri Dalam Negeri Presiden mengistruksikan untuk 

menyosialisasikan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait pendayagunaan penyuluh 

pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan berkelanjutan; memfasilitasi dan 

mengoordinasikan pemda provinsi dan kab/kota dalam kegiatan pendayagunaan penyuluh 

pertanian ASN oleh Kementerian Pertanian. Kemdian secara khusus Presiden mengistruksikan 

kepada Kepala BKN untuk melaksanakan pengalihan Penyuluh Pertanian ASN dari Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Kementerian Pertanian. 
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Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta suber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan kelembagaan penyuluhan 

pertanian dan tata hubungan kerja pendayagunaan penyuluhan pertanian dapat dilihat pada 

Gambar 37 berikut:

Gambar 37. Rancangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan tata hubungan kerja
                                     pendayaangunaan penyuluh pertanian

Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden tersebut telah dilakukan Langkah-langkah dengan 

menyusun naskah akademik pembentukan UPT Penyuluhan Pertanian; menyusun database 

penyuluh pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh; menyusun pedoman indikator kinerja penyuluh 

pertanian, pedoman pengelolaan BPP, pedoman mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluh 

pertanian, pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan KEP yang 

berorientasi bisnis; menyusun pedoman umum formasi penyuluh pertanian ASN, penyusunan buku 

saku penyuluhan pertanian; melakukan sosialisasi Inpres Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian; 

dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Tatakelola Pupuk Bersubsidi, sosialisasi 

Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 tahun 2025, serta 

mendorong penyuluh untuk melakukan pendampingan Gapoktan sebagai titik serah pupuk 

bersubsidi.
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KEMENTAN

UPT
PENYULUHAN

KJP/LO
KAB/KOTA

KELEMBAGAAN
PETANI

BPP
PENYULUH

ASN

Pengawalan pendampingan:
Bantuan alsintan/saprodi
Penerapan teknologi
Program utama Kementan
Transportasi pertanian modern

Sinergitas:
Persiapan, pelaksanaan,
evaluasi penyuluhan pertanian
Data dan informasi
Penetapan sasaran kinerja
penyuluh

Pengembangan karir

dll

DINAS PERTANIAN PROV
(Penyuluh swasta dan RIHP

non penyuluh)

DINAS PERTANIAN KAB/KOTA
(Penyuluh swadaya dan RIHP

non penyuluh

OUPUT:
Peningkatan Produksi dan Produktivitas
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4.2. Koordinasi Lintas Sektor

Lingkungan strategis saat ini berubah sangat cepat dan dinamis, sehingga pendekatan 

pembangunan pertanian harus diarahkan kepada sistem dan usaha pertanian hulu-hilir, 

pengelolaan manajemen yang utuh dan percepatan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan koodinasi lintas sektor. 

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras 

Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

14/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawalan Dan Pendampingan 

Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus 

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai menjadi ruh/spirit dalam kolaborasi antar 

Lembaga dan instansi yang terlibat antar sektor. 

4.2.1. Koordinasi Bersama TNI-POLRI

Beberapa peranan yang dilakukan dari instansi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam 

memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan 

bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi (Diktum 10). Panglima Tentara Nasional 

Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian 

Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan 

pertanian padi (Diktum 11). 

Beberapa kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

telah ditindaklanjuti secara teknis oleh Eselon I terkait, diantaranya adalah: 

Ÿ MoU/PKS Direktur Jenderal Tanaman Pangan bersama Asisten Teroterial Kepala Staf Angkatan 

Darat (Aster Kasad) Nomor B-665/HK.220/C/02/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Program 

Tanaman Pangan tanggal 29 Februari 2024.

Ÿ MoU/PKS Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersama Asisten Teroterial Kepala 

Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Nomor 01/PKS/B/02/2024 tentang Pengawalan dan 

Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada 

tanggal 29 Februari 2024.

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

bersama Panglima TNI

Jenderal TNI Agus Subiyanto

menunjukkan dokumen

kerja sama dukungan

pembangunan pertanian
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Ÿ MoU/PKS Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Asisten Teroterial 

Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Nomor 29092/HK.230/F/02/2024 tentang 

Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan pada tanggal 29 Februari 2024.

Ÿ MoU/PKS Menteri Pertanian bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Ka Polri)  Nomor 

04/MoU/HK.220/M/04/2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pembangunan Pertanian  

pada tanggal 25 April 2024.

Ÿ MoU/PKS Direktur Jenderal Tanaman Pangan bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan 

Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam Polri)  Nomor B-4317/HK.200/C/12/2024 tentang 

Bantuan Pengamanan dan Pendampingan pada Peningkatan Produktivitas Komoditas 

Tanaman Pangan pada tanggal 18 Desember 2024.

Ÿ MoU/PKS Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersama Kepala Badan 

Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam Polri) Nomor 

03/PKS/B/12/2024 tentang Bantuan Pengamanan Peredaran Pupuk dan Pestisida pada tanggal 

18 Desember 2024.

4.2.2. Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga

Saat ini struktur kelembagaan Kementan telah mengalami perubahan seiring dengan dibentuknya 

Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Karantina 

Indonesia (Barantin). Badan Ketahanan Pangan telah berubah menjadi Bapanas; sementara 

Badan Litbang Pertanian telah berganti nama menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; 

dan Badan Karantina Pertanian telah berubah menjadi Barantin. Perubahan struktur organisasi 

tersebut, menjadikan tugas dan fungsi Kementan saat ini secara implisit lebih difokuskan pada 

peningkatan produksi komoditas pertanian.

Beberapa kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

telah ditindaklanjuti secara teknis oleh Eselon I terkait, diantaranya adalah: 
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Kementerian Pertanian 

bersama

Kementerian Dalam Negeri

menandatangani

nota kesepahaman (MoU)

program “Cetak Sawah

Rakyat” untuk mewujudkan

swasembada pangan.
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Ÿ MoU/PKS Menteri Pertanian dan Dalam Negeri Nomor 05/MOU/HK.020/M/06/2024 tentang 

Sinergi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian tanggal 07 

Juni 2024.

Ÿ MoU/PKS Menteri Pertanian dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 

07/MOU/HK.220/M/11/2024 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi 

Desa Berbasis Pertanian tanggal 06 November 2024.

Ÿ MoU/PKS Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/MOU/HK.220/M/11/2024 

tentang Sinergi Dukungan Infrastruktur dalam Mewujudkan Swasembada Pangan tanggal 08 

November 2024.

Sejumlah kesepahaman/MoU yang telah ditandatangani secara garis besar memberikan 

dukungan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang bersumber dari alokasi 

sumberdaya yang dimiliki dan dukungan infrastruktur dasar pertanian yang terintegrasi mulai dari 

hulu sampai hilir, tata kelola dan tata laksana sinergitas program ketahanan pangan nasional.  

Menteri Pertanian

Amran Sulaiman

menandatangani

Kesepakatan Bersama

dengan Menteri Desa dan

Pembangunan Daerah

Tertinggal Yandri Susanto 

tentang Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pengembangan Ekonomi

Desa Berbasis Pertanian.
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Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2024 menyajikan 

keberhasilan capaian kinerja sektor pertanian tahun 2024. Selain itu laporan 

ini juga menyajikan keberhasilan capaian kinerja Kegiatan Strategis 

Kementerian Pertanian yang dirancang pada Tahun 2024 pada Sub Sistem 

Hulu, Sub Sistem On Farm, Sub Sistem Hilir, hingga Sub Sistem Pendukung. 

Secara umum, pencapaian keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian 

pada tahun 2024 dapat dilihat dari indikasi beberapa keberhasilan capaian 

pada tahun 2024, sebagaimana yang akan diuraikan berikut.

1. Stok Beras Mencapai Prestasi Tertinggi Selama 7 Tahun Terakhir

Selama periode tujuh tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan capaian 

signifikan dalam sektor pertanian khususnya dalam produksi beras. Data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif yang konsisten 

dari tahun ke tahun, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan 

program yang diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Puncaknya terjadi pada periode Januari hingga April 2025, di mana produksi 

beras mencapai titik tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pencapaian ini 

menjadi tonggak penting yang mencerminkan hasil nyata dari peningkatan 

produktivitas pertanian, adopsi teknologi modern, perluasan lahan tanam, 

serta efektivitas distribusi pupuk dan irigasi.

Sejak tahun 2018 pemerintah dan petani telah menghadapi berbagai 

tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga dinamika pasar global. Namun 

melalui kerja sama lintas sektor dan komitmen kuat dari berbagai pihak, 

produksi beras Indonesia berhasil terus meningkat. Hal ini menjadi bukti 

nyata bahwa sektor pertanian nasional semakin tangguh dan adaptif 

terhadap perubahan zaman. Prestasi ini tidak hanya berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia 

dalam menjaga swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan 

pada impor beras.

Tabel 10. Produksi Beras Januari-Desember 2018-2024 dan Januari-Maret 2025

                KSA  BPS (Ton)

PENUTUP



2. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian 

Pertanian tahun 2024 mendapatkan nilai 84,8. Nilai tersebut mengalami kenaikan 6,48% dari 

capaian tahun 2023 sebesar 79,64.  Nilai RB tersebut disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada 

tanggal 27 Februari 2025 melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Kementerian Pertanian terus 

berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi secara progresif. Nilai RB dalam 

lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif 

strategis Kementerian Pertanian

 

Tren peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dalam lima tahun terakhir 

menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari perkembangan positif indikator utama Kementerian Pertanian, termasuk indeks 

penyederhanaan birokrasi, indeks perencanaan pembangunan, tingkat implementasi kebijakan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks reformasi hukum, serta hasil survei 

penilaian integritas.  Sinergi antara berbagai unit kerja dalam menerapkan kebijakan reformasi 

birokrasi semakin diperkuat dengan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adaptif 

terhadap perubahan. Tren positif ini menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusinya terhadap pembangunan sektor pertanian 

nasional.

3. Nilai IKPA Tahun 2024, Nilai Terbaik pada 5 Tahun Terakhir

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Pertanian pada Tahun 2024 

berhasil menembus angka 89,69. Nilai ini merupakan nilai terbaik sepanjang 5 tahun terakhir

                sumber: Omspan Kemenkeu 2025

Gambar 38. Nilai IKPA Kementan 2020-2024

4. Nilai NKA 

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2024 meraih nilai 91,13. Walaupun nilai NKA 

Tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, namun predikat NKA Tahun 2024 masih termasuk dalam 

kategori dengan Predikat “Sangat Baik”.

, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, efisiensi 

layanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.
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5. Kenaikan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor B/638/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, disampaikan bahwa hasil evaluasi 

atas akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian menunjukkan nilai sebesar 74,45 dengan predikat 

“BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu 

implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagian besar unit kerja, 

ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta 

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

6. Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas 

perencanaan pembangunan suatu wilayah atau sektor. Indeks ini biasanya mencerminkan sejauh 

mana suatu perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, berbasis data, dan selaras 

dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal. Berdasarkan Lembar Berita Acara 

Kesepakatan Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 

Kementerian Pertanian dengan Bappenas, Kementerian Pertanian mendapatkan total nilai 91,03 

dengan predikat “Sangat Baik”.

7. Capaian Prioritas Nasional (PN)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional (EKPN) Tahun 2023 menilai kinerja 

Kementerian/Lembaga dalam mendukung pencapaian PN RKP 2023 berdasarkan dua aspek 

utama: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Capaian RO PN. Kementerian Pertanian 

mencapai kinerja IKSS sebesar 100% dan kinerja RO PN sebesar 97,25%, sehingga menghasilkan 

capaian PN sebesar 98,63. Selain itu, penyerapan anggaran PN Kementerian Pertanian mencapai 

95,73%, yang menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan anggaran.

8. Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kementerian Pertanian dilakukan dua kali setahun, 

melibatkan berbagai unit penyelenggara pelayanan dengan total 120 UPP dan 474 produk layanan. 

Tujuan survei ini adalah mengukur kepuasan pengguna terhadap 9 unsur layanan publik, 

mengidentifikasi harapan pengguna, serta memperbaiki layanan yang kurang optimal. Hasil Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 mencapai 3,62 dengan nilai konversi 90,5, masuk dalam 

kategori Sangat Baik. Capaian ini melebihi target 90 dengan persentase realisasi 100,43%, 

menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



9. Tingkat Maturitas SPIP

Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP dilakukan dengan mengukur kualitas implementasi Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Penilaian dilakukan oleh 

Evaluator Meso yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil evaluasi 

berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum proses 

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian 

Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,85 atau telah memenuhi 

karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2.

Keberhasilan dan capaian yang disampaikan pada laporan ini, tentu saja tidak lepas dari 

permasalahan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2024. Berikut ini disarikan 

permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yang dirangkum dari laporan Unit Kerja 

Eselon I. 

PERMASALAHAN

Pertama, yaitu permasalahan yang terkait dengan tata kelola. Tata kelola dalam konteks ini dapat 

diartikan tata kelola secara luas, seperti tata kelola anggaran, sumber daya, waktu, ataupun tempat. 

Pada tata kelola anggaran misalnya, masih ditemukan pengalokasian anggaran yang baru 

diputuskan menjelang akhir tahun anggaran 2024 atau misalnya alokasi anggaran yang belum 

sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentu saja berdampak pada terhambatnya proses pencairan 

anggaran dan juga risiko tidak terlaksananya kegiatan. Tata kelola SDM juga masih menjadi 

masalah yang muncul di tahun 2024. Hal ini bisa dilihat dari terbatasnya jumlah SDM yang 

mengolah lahan pertanian, segian besar lahan pertanian masih mengandalkan petani-petani 

“sepuh” dalam mengolah lahan atau dalam hal pengelola anggaran di satker daerah, masih banyak 

satker yang kekurangan SDM pengelola keuangan yang bisa mengelola anggaran. Tata kelola 

waktu juga masih menjadi masalah yang ditemukan di tahun 2024, misalnya masih ditemukan 

penyaluran bantuan benih di luar waktu yang seharusnya. Begitu juga dalam tata kelola tempat, alih 

fungsi lahan pertanian masih menjadi isu yang harus dibenahi.

Kedua, yaitu permasalahan yang terkait dengan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT). Dua masalah yang kerap terjadi setiap tahun ini sangat rawan gagal 

panen. Upaya perbaikan yang dirancang setiap tahun, belum menemukan solusi optimal.

Ketiga, yaitu permasalahan terkait dengan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) juga menjadi 

masalah yang terjadi di tahun 2024 dengan berbagai macam modusnya seperti perubahan CPCL 

sebagai dampak verifikasi lapangan yang tidak memenuhi kriteria teknis. Pada tahun 2024, 

beberapa Dinas Kabupaten menyatakan tidak sanggup melaksakan kegiatan dari Kementerian 

Pertanian karena alasan CPCL ini.
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REKOMENDASI

Berdasarkan catatan capaian dan permasalahan di atas, berikut ini adalah beberapa rekomendasi 

yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa selanjutnya:

Pertama, penguatan tata kelola anggaran dan sumber daya manusia secara sistemik dan 

berkelanjutan. Meskipun Kementerian Pertanian telah menunjukkan kinerja sangat baik dalam 

berbagai indikator seperti capaian produksi beras tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, nilai 

Reformasi Birokrasi yang meningkat signifikan, dan perolehan nilai IKPA serta NKA yang tergolong 

sangat baik, masih terdapat tantangan mendasar dalam hal penataan anggaran dan SDM. Untuk 

itu, perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sejak awal tahun anggaran, serta 

peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM di daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan 

dan tenaga kerja di sektor on-farm.

Kedua, memperkuat sistem mitigasi risiko pertanian berbasis data dan teknologi guna menghadapi 

dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Capaian positif 

seperti swasembada beras, indeks perencanaan pembangunan yang sangat baik, serta 

peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik menunjukkan fondasi yang kuat. 

Namun, risiko gagal panen akibat DPI dan OPT masih menjadi ancaman yang berulang. Untuk itu, 

perlu ditingkatkan kapasitas early warning system, optimalisasi teknologi prediksi cuaca dan 

pemetaan wilayah rawan DPI, serta kolaborasi dengan lembaga riset untuk pengembangan 

varietas tanaman yang lebih tahan terhadap iklim ekstrem dan serangan hama.

Ketiga, penyempurnaan mekanisme penetapan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) melalui 

integrasi data spasial dan verifikasi berbasis sistem elektronik. Meskipun capaian prioritas nasional 

(PN) Kementerian Pertanian berada di angka sangat tinggi (98,63%) dan tingkat akuntabilitas 

kinerja telah memperoleh predikat “Sangat Baik”, kendala dalam hal perubahan CPCL dan 

ketidaksesuaian kriteria teknis masih menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, sistem 

penetapan CPCL harus dikembangkan secara digital dan terintegrasi dengan data kependudukan, 

data spasial, serta basis data petani untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam 

pelaksanaan program bantuan maupun kegiatan strategis lainnya.
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Lampiran 1. Tabel RSNI3 yang diusulkan oleh BSIP yang telah ditetapkan menjadi SNI

                     oleh BSN pada tahun 2024.
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